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network. This case shows collusion between various actors from the public and
private sectors, so an in-depth understanding of existing corruption patterns is
needed to formulate more effective eradication strategies. Through this
analysis, it is hoped that it can provide a clear picture of the scale and impact
of criminal acts of corruption, as well as the importance of collaboration
between the community and law enforcement agencies in creating a strong and
sustainable anti-corruption culture.
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Abstrak

Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik
terhadap institusi pemerintah di Indonesia. Dalam konteks ini, Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024
menjadi penting untuk dianalisis, karena mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap praktik korupsi
yang melibatkan individu dalam jaringan yang lebih luas. Kasus ini menunjukkan kolusi antara berbagai
aktor dari sektor publik dan swasta, sehingga pemahaman mendalam tentang pola-pola korupsi yang ada
sangat diperlukan untuk merumuskan strategi pemberantasan yang lebih efektif. Melalui analisis ini,
diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang skala dan dampak dari tindak pidana korupsi,
serta pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum dalam menciptakan budaya anti-
korupsi yang kuat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Korupsi, Penegakan Hukum, Jaringan Korupsi, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah yang paling mendesak di Indonesia, menghambat
pembangunan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah(Suryanto, 2021).
Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial
dan politik. Dalam konteks ini, Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024 menjadi penting untuk
dianalisis, karena mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap praktik korupsi yang
melibatkan individu-individu dalam jaringan yang lebih luas. Kasus ini menunjukkan bahwa
korupsi tidak hanya melibatkan satu pihak, tetapi sering kali melibatkan kolusi antara berbagai
aktor, baik dari sektor publik maupun swasta. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam
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tentang kasus ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi pola-pola korupsi yang ada dan
merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi di masa depan.

Terdakwa dalam putusan ini, Budi Said, adalah seorang wiraswasta yang diduga terlibat
dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Kasus ini tidak hanya menyoroti tindakan
individu, tetapi juga mengungkapkan bagaimana jaringan korupsi beroperasi di tingkat yang lebih
tinggi. Analisis terhadap kasus ini penting untuk memahami bagaimana individu-individu dalam
jaringan tersebut saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan korupsi. Dengan mengungkap
jaringan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang skala dan dampak
dari tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana
praktik-praktik korupsi ini dapat dicegah melalui kebijakan yang lebih ketat dan pengawasan yang
lebih baik.

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Putusan ini tidak
hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa tindakan
korupsi akan mendapatkan sanksi yang tegas. Melalui analisis hukum terhadap putusan ini, kita
dapat mengevaluasi efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi dan mencari
tahu apakah ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Penegakan hukum yang
konsisten dan transparan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap
sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana putusan ini dapat menjadi
preseden bagi kasus-kasus korupsi di masa depan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi
kebijakan hukum yang ada(Santiago, 2017).

Korupsi memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga pada aspek
sosial dan politik. Kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi dapat menghambat pembangunan
infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam jangka panjang, korupsi dapat menciptakan
ketidakadilan sosial dan memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat. Dengan
menganalisis putusan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana korupsi mempengaruhi kehidupan
masyarakat dan bagaimana hukum dapat berperan dalam memitigasi dampak tersebut. Selain itu,
penting untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan
melaporkan praktik-praktik korupsi yang terjadi di lingkungan mereka.

Meskipun putusan ini merupakan langkah positif dalam pemberantasan korupsi, masih ada
kritik terhadap proses hukum yang berlangsung. Beberapa pihak berpendapat bahwa proses hukum
sering kali tidak transparan dan dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Oleh karena itu,
penting untuk mengevaluasi proses hukum yang terjadi dalam kasus ini dan mencari solusi untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Keterbukaan dalam proses
hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan mendorong
partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam
setiap kasus yang ditangani. Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024 menjadi contoh bagaimana
pengadilan dapat berperan dalam menciptakan keadilan sosial melalui penegakan hukum yang adil
dan tidak memihak. Analisis terhadap putusan ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana
pengadilan dapat berfungsi sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Selain itu,
penting untuk mengeksplorasi bagaimana pengadilan dapat berkolaborasi dengan lembaga lain,
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seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia(Zainal, 2016).

Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan lembaga penegak
hukum, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya
melawan korupsi dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam menciptakan perubahan. Melalui
analisis putusan ini, diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya
pemberantasan korupsi. Masyarakat perlu diberdayakan untuk melaporkan praktik-praktik korupsi
dan berperan aktif dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Dengan demikian,
kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk
menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Dengan menganalisis Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024, diharapkan dapat memberikan
wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam pemberantasan korupsi di
Indonesia. Harapan ke depan adalah agar putusan ini menjadi titik tolak untuk perbaikan sistem
hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dan transparansi dalam
setiap aspek kehidupan. Upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan
masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Dengan
demikian, analisis ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi terhadap putusan yang ada, tetapi juga
sebagai panduan untuk langkah-langkah strategis dalam pemberantasan korupsi di masa depan.

Terdakwa dalam putusan ini, Budi Said, adalah seorang wiraswasta yang diduga terlibat
dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Kasus ini tidak hanya menyoroti tindakan
individu, tetapi juga mengungkapkan bagaimana jaringan korupsi beroperasi di tingkat yang lebih
tinggi. Analisis terhadap kasus ini penting untuk memahami bagaimana individu-individu dalam
jaringan tersebut saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan korupsi. Dengan mengungkap
jaringan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang skala dan dampak
dari tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana
praktik-praktik korupsi ini dapat dicegah melalui kebijakan yang lebih ketat dan pengawasan yang
lebih baik(Iskandar, 2020).

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Putusan ini tidak
hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa tindakan
korupsi akan mendapatkan sanksi yang tegas. Melalui analisis hukum terhadap putusan ini, kita
dapat mengevaluasi efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi dan mencari
tahu apakah ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Penegakan hukum yang
konsisten dan transparan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap
sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana putusan ini dapat menjadi
preseden bagi kasus-kasus korupsi di masa depan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi
kebijakan hukum yang ada.

Korupsi memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga pada aspek
sosial dan politik. Kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi dapat menghambat pembangunan
infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam jangka panjang, korupsi dapat menciptakan
ketidakadilan sosial dan memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat. Dengan
menganalisis putusan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana korupsi mempengaruhi kehidupan
masyarakat dan bagaimana hukum dapat berperan dalam memitigasi dampak tersebut. Selain itu,
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penting untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan
melaporkan praktik-praktik korupsi yang terjadi di lingkungan mereka.

Meskipun putusan ini merupakan langkah positif dalam pemberantasan korupsi, masih ada
kritik terhadap proses hukum yang berlangsung. Beberapa pihak berpendapat bahwa proses hukum
sering Kkali tidak transparan dan dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Oleh karena itu,
penting untuk mengevaluasi proses hukum yang terjadi dalam kasus ini dan mencari solusi untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Keterbukaan dalam proses
hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan mendorong
partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam
setiap kasus yang ditangani. Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024 menjadi contoh bagaimana
pengadilan dapat berperan dalam menciptakan keadilan sosial melalui penegakan hukum yang adil
dan tidak memihak. Analisis terhadap putusan ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana
pengadilan dapat berfungsi sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Selain itu,
penting untuk mengeksplorasi bagaimana pengadilan dapat berkolaborasi dengan lembaga lain,
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia.

Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan lembaga penegak
hukum, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya
melawan korupsi dapat menjadi kekuatan yang signifikan dalam menciptakan perubahan. Melalui
analisis putusan ini, diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya
pemberantasan korupsi. Masyarakat perlu diberdayakan untuk melaporkan praktik-praktik korupsi
dan berperan aktif dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Dengan demikian,
kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk
menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Dengan menganalisis Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024, diharapkan dapat memberikan
wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam pemberantasan korupsi di
Indonesia. Harapan ke depan adalah agar putusan ini menjadi titik tolak untuk perbaikan sistem
hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dan transparansi dalam
setiap aspek kehidupan. Upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan
masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Dengan
demikian, analisis ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi terhadap putusan yang ada, tetapi juga
sebagai panduan untuk langkah-langkah strategis dalam pemberantasan korupsi di masa depan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme hukum yang diterapkan dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-
TPK/2024 dalam mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan Budi Said dan pihak-pihak
terkait lainnya?

2. Apa saja dampak sosial dan ekonomi dari praktik korupsi yang terungkap dalam Putusan
Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024 terhadap masyarakat dan pembangunan di Indonesia?
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3. Bagaimana peran masyarakat dan lembaga penegak hukum dalam mencegah dan
memberantas praktik korupsi yang teridentifikasi dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-
TPK/2024?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis mekanisme hukum yang diterapkan dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-
TPK/2024

2. Mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi dari praktik korupsi yang terungkap dalam
putusan tersebut

3. Menilai peran masyarakat dan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berfokus pada pengumpulan
dan analisis data dari sumber-sumber yang relevan untuk memahami fenomena hukum yang terjadi
dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024. Pendekatan empiris ini melibatkan pengamatan
langsung terhadap proses hukum, analisis dokumen putusan, serta wawancara dengan para ahli
hukum, praktisi, dan pihak-pihak terkait yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kasus ini.
Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme hukum yang diterapkan dalam kasus korupsi
ini, serta untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam praktik penegakan hukum di
Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari praktik
korupsi yang terungkap, dengan mempertimbangkan perspektif masyarakat dan dampaknya
terhadap pembangunan.

Dalam pelaksanaan metode penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis
kualitatif untuk mengevaluasi data yang telah dikumpulkan. Analisis ini akan mencakup pengkajian
terhadap isi putusan, konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi kasus, serta dampak yang
ditimbulkan oleh praktik korupsi tersebut. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan teori-teori
hukum yang relevan untuk memberikan kerangka analisis yang lebih mendalam. Dengan demikian,
hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman
tentang penegakan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, serta memberikan
rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem hukum dan kebijakan publik yang lebih
efektif dalam mencegah praktik korupsi di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme hukum yang diterapkan dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024 dalam
mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan Budi Said dan pihak-pihak terkait lainnya
Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024 memberikan gambaran yang jelas mengenai
mekanisme hukum yang diterapkan dalam mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan Budi
Said dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam konteks ini, mekanisme hukum mencakup serangkaian
prosedur yang diikuti oleh lembaga penegak hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan.
Proses ini dimulai dengan laporan masyarakat dan pengaduan yang diterima oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian melakukan penyelidikan awal untuk
mengumpulkan informasi dan bukti-bukti awal. Setelah cukup bukti terkumpul, KPK melanjutkan
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dengan penyidikan yang lebih mendalam, termasuk pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen
yang relevan. Proses ini menunjukkan komitmen lembaga penegak hukum untuk menjalankan
tugasnya secara profesional dan transparan, serta memastikan bahwa setiap langkah diambil sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku(Lestari, 2017).

Analisis prosedur hukum yang diikuti dalam kasus ini juga mencakup tahapan-tahapan yang
harus dilalui sebelum putusan akhir dikeluarkan. Setelah penyidikan, KPK mengajukan berkas
perkara ke pengadilan, di mana proses persidangan dimulai. Dalam persidangan, terdakwa
diberikan kesempatan untuk membela diri, dan jaksa penuntut umum menyampaikan dakwaan serta
bukti-bukti yang mendukung. Pengadilan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap semua bukti
yang diajukan, termasuk kesaksian dari saksi-saksi yang relevan. Proses ini diatur oleh hukum acara
pidana yang berlaku, yang menjamin hak-hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil.
Dengan mengikuti prosedur yang ketat, pengadilan berupaya untuk memastikan bahwa keputusan
yang diambil adalah berdasarkan fakta dan bukti yang sah, sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024, bukti-bukti yang diajukan menjadi salah satu
aspek krusial dalam menentukan hasil persidangan. Bukti-bukti tersebut mencakup dokumen-
dokumen keuangan, rekaman percakapan, dan kesaksian dari saksi-saksi yang terlibat dalam
jaringan korupsi. Pengadilan melakukan analisis mendalam terhadap bukti-bukti ini untuk menilai
kredibilitas dan relevansinya. Misalnya, dokumen keuangan yang menunjukkan aliran dana yang
mencurigakan dapat menjadi bukti kuat yang mengindikasikan adanya praktik korupsi. Selain itu,
rekaman percakapan yang menunjukkan kolusi antara Budi Said dan pejabat publik lainnya juga
menjadi bukti penting yang mendukung dakwaan. Dengan demikian, pengadilan berperan sebagai
lembaga yang menilai dan memverifikasi bukti-bukti yang diajukan, sehingga keputusan yang
diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga sangat penting untuk dipahami. Hakim tidak
hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, tetapi juga konteks sosial dan politik yang
melatarbelakangi kasus ini. Dalam pertimbangannya, hakim dapat mencermati dampak dari praktik
korupsi terhadap masyarakat dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak
hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang memperhatikan
keadilan sosial. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, hakim berusaha untuk memberikan
putusan yang tidak hanya adil bagi terdakwa, tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku korupsi
lainnya. Ini penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan
penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya, mekanisme hukum yang diterapkan dalam kasus ini juga mencerminkan upaya
untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Dengan
melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses pengawasan, diharapkan dapat
tercipta lingkungan yang lebih bersih dari praktik korupsi. Keterlibatan masyarakat dalam
melaporkan dugaan korupsi dan memberikan informasi yang relevan menjadi salah satu faktor
penting dalam keberhasilan penyidikan. Selain itu, publikasi putusan dan proses persidangan yang
terbuka juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga penegak hukum. Dengan demikian, mekanisme hukum yang diterapkan dalam Putusan
Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024 tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya
membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bahwa mekanisme hukum yang diterapkan
dalam kasus ini dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus korupsi di masa depan. Dengan
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menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi, pengadilan memberikan sinyal bahwa
tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Hal ini diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku
korupsi lainnya dan mendorong lembaga-lembaga pemerintah untuk lebih transparan dalam
pengelolaan anggaran. Selain itu, putusan ini juga dapat menjadi acuan bagi pengembangan
kebijakan publik yang lebih baik dalam upaya pencegahan korupsi, termasuk peningkatan sistem
pengawasan dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, mekanisme hukum yang diterapkan dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-
TPK/2024 menunjukkan komitmen lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan
profesional dan transparan. Proses hukum yang diikuti, bukti-bukti yang diajukan, dan
pertimbangan hakim semuanya berkontribusi pada terciptanya keadilan dalam kasus ini. Dengan
demikian, putusan ini tidak hanya menjadi langkah penting dalam penegakan hukum, tetapi juga
sebagai momentum untuk mendorong perubahan yang lebih luas dalam sistem pemerintahan dan
masyarakat. Upaya bersama antara masyarakat dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan
untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, di mana setiap individu memiliki peran
dalam menjaga integritas dan keadilan.

Dampak sosial dan ekonomi dari praktik korupsi yang terungkap dalam Putusan Nomor
78/Pid.Sus-TPK/2024 terhadap masyarakat dan pembangunan di Indonesia

Praktik korupsi yang terungkap dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024 memiliki
dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat. Korupsi, dalam konteks ini, tidak hanya
merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial yang mendalam.
Masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari anggaran publik, seperti pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur, justru menjadi korban dari penyalahgunaan wewenang. Misalnya,
dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik sering kali diselewengkan,
sehingga proyek-proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tidak terlaksana
dengan baik. Akibatnya, masyarakat mengalami penurunan kualitas layanan publik, yang
berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.

Dampak sosial lainnya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi
pemerintah. Ketika praktik korupsi terungkap, masyarakat cenderung merasa skeptis terhadap
kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Rasa ketidakpercayaan ini dapat
mengakibatkan apatisme politik, di mana masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak didengar
dan tidak ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan anggaran publik. Hal ini menciptakan
siklus negatif, di mana masyarakat enggan berpartisipasi dalam proses demokrasi, yang pada
gilirannya dapat memperburuk kondisi sosial dan politik di negara tersebut. Dengan demikian,
dampak sosial dari praktik korupsi tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga memiliki efek jangka
panjang yang merugikan stabilitas sosial.

Dari segi ekonomi, praktik korupsi yang terungkap dalam putusan ini juga memiliki
konsekuensi yang serius. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan
ketidakpastian bagi investor. Ketika investor melihat bahwa ada risiko tinggi terkait dengan praktik
korupsi, mereka cenderung menghindari investasi di sektor-sektor yang berpotensi menguntungkan.
Hal ini mengakibatkan berkurangnya aliran investasi asing dan domestik, yang sangat penting untuk
pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korupsi juga menyebabkan pemborosan sumber daya, di mana
dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik justru
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disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, dampak ekonomi dari praktik
korupsi ini dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dampak terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia juga terlihat dari berkurangnya
kualitas infrastruktur yang dibangun. Proyek-proyek yang seharusnya meningkatkan konektivitas
dan aksesibilitas sering kali terhambat oleh praktik korupsi, di mana anggaran yang dialokasikan
tidak digunakan secara efisien. Misalnya, proyek jalan raya atau jembatan yang seharusnya selesai
dalam waktu yang ditentukan sering kali mengalami keterlambatan atau bahkan tidak selesai sama
sekali. Hal ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengurangi daya saing
ekonomi Indonesia di tingkat global. Ketidakcukupan infrastruktur dapat mengakibatkan biaya
logistik yang tinggi, yang pada gilirannya mempengaruhi harga barang dan jasa di pasar.

Selain itu, praktik korupsi juga berdampak pada sektor-sektor penting lainnya, seperti
pendidikan dan kesehatan. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan dan layanan kesehatan sering kali disalahgunakan, sehingga masyarakat tidak
mendapatkan akses yang layak terhadap layanan dasar. Misalnya, sekolah-sekolah yang seharusnya
mendapatkan dana untuk perbaikan fasilitas sering kali tidak menerima anggaran yang dijanjikan,
sehingga kualitas pendidikan menurun. Dalam sektor kesehatan, korupsi dapat mengakibatkan
kurangnya obat-obatan dan fasilitas kesehatan yang memadai, yang berdampak langsung pada
kesehatan masyarakat. Dengan demikian, dampak korupsi terhadap sektor-sektor ini sangat
merugikan, terutama bagi masyarakat yang paling rentan.

Dampak sosial dan ekonomi dari praktik korupsi yang terungkap dalam Putusan Nomor
78/Pid.Sus-TPK/2024 menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga
masalah kemanusiaan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu,
penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk tidak hanya fokus pada penegakan
hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan dan edukasi masyarakat tentang bahaya korupsi.
Program-program yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan
transparansi dalam pengelolaan anggaran publik dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi
praktik korupsi di masa depan.

Secara keseluruhan, dampak sosial dan ekonomi dari praktik korupsi yang terungkap dalam
putusan ini menegaskan perlunya tindakan kolektif untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama untuk menciptakan
lingkungan yang bebas dari korupsi, di mana setiap individu memiliki peran dalam menjaga
integritas dan keadilan. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya akan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan inklusif(Blechinger, 2002).

Peran masyarakat dan lembaga penegak hukum dalam mencegah dan memberantas praktik
korupsi yang teridentifikasi dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024

Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan kolaborasi yang erat antara masyarakat
dan lembaga penegak hukum. Dalam konteks Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024, peran
masyarakat menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan dugaan korupsi dapat menjadi
kekuatan yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat yang memiliki
kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik dapat
berperan aktif dalam melaporkan praktik-praktik korupsi yang mereka temui. Dengan demikian,
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masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi aktor kunci dalam menjaga keadilan
dan akuntabilitas.

Keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui berbagai
cara, seperti partisipasi dalam forum-forum diskusi, kampanye anti-korupsi, dan pelaporan dugaan
korupsi kepada lembaga penegak hukum. Misalnya, masyarakat dapat berkolaborasi dengan
organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus pada isu-isu korupsi untuk meningkatkan kesadaran
dan memberikan edukasi kepada publik tentang bahaya korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat
menggunakan platform digital untuk melaporkan dugaan korupsi secara anonim, sehingga mereka
merasa lebih aman dalam menyampaikan informasi. Dengan cara ini, masyarakat dapat
berkontribusi dalam menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat dan berkelanjutan(Adrian Pah,
2014).

Di sisi lain, lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi.
KPK sebagai lembaga independen memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. Dalam konteks Putusan Nomor
78/Pid.Sus-TPK/2024, KPK berperan aktif dalam mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan
pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang relevan. Proses ini menunjukkan komitmen KPK untuk
menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan, serta memastikan bahwa setiap langkah
diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran KPK tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya
pencegahan korupsi. KPK melakukan berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat
untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Melalui program-
program ini, KPK berusaha untuk membangun budaya anti-korupsi di kalangan masyarakat,
sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi di masa depan. Selain itu, KPK juga bekerja
sama dengan lembaga-lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk berbagi
informasi dan praktik terbaik dalam pemberantasan korupsi.

Lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga memiliki peran
penting dalam pemberantasan korupsi. Kepolisian, misalnya, dapat berperan dalam melakukan
penyelidikan awal terhadap dugaan korupsi sebelum kasus tersebut diserahkan kepada KPK.
Kejaksaan, di sisi lain, memiliki kewenangan untuk menuntut kasus-kasus korupsi di pengadilan.
Kerjasama antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan sangat penting untuk memastikan bahwa proses
penegakan hukum berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya sinergi antara lembaga-
lembaga ini, diharapkan dapat tercipta sistem penegakan hukum yang lebih kuat dan responsif
terhadap praktik korupsi.

Keterlibatan masyarakat dan peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi
saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Masyarakat yang aktif dan teredukasi dapat
memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum dalam mengungkap praktik korupsi.
Sebaliknya, lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel dapat membangun
kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat merasa lebih berani untuk melaporkan dugaan
korupsi. Dengan demikian, kolaborasi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum sangat
diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024 menunjukkan bahwa
pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga
melibatkan peran aktif masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat,



JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA ’ o

https://jicnusantara.com/index.php/jiic ,&
Vol : 2 No: 1, Januari 2025 V
E-ISSN : 3047-7824

diharapkan dapat tercipta budaya anti-korupsi yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu, lembaga
penegak hukum harus terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme mereka dalam menangani
kasus-kasus korupsi, serta menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk memperkuat upaya
pemberantasan korupsi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat bergerak menuju
lingkungan yang lebih bersih dari praktik korupsi, di mana setiap individu memiliki peran dalam
menjaga integritas dan keadilan.

KESIMPULAN

Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024 menegaskan pentingnya penegakan hukum yang
konsisten dan transparan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus ini tidak hanya
mengungkap praktik korupsi yang melibatkan individu, tetapi juga menunjukkan bagaimana
jaringan korupsi beroperasi di tingkat yang lebih tinggi, melibatkan kolusi antara berbagai aktor
dari sektor publik dan swasta. Analisis terhadap putusan ini memberikan wawasan yang lebih dalam
mengenai tantangan dan peluang dalam upaya pemberantasan korupsi, serta menyoroti perlunya
kolaborasi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum. Masyarakat diharapkan dapat berperan
aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi, sementara lembaga penegak hukum perlu
meningkatkan kapasitas dan profesionalisme mereka. Dengan langkah-langkah strategis ini,
diharapkan Indonesia dapat bergerak menuju lingkungan yang lebih bersih dari praktik korupsi, di
mana integritas dan keadilan menjadi prioritas utama dalam setiap aspek kehidupan.
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